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3.2 The EITI Report must describe the legal 
framework and fiscal regime governing 
the extractive industries. 

Reformasi/perbaikan tata kelola industri ekstraktif 
yang akan dibahas: MOMI, NPM, Revisi UU Migas, 
Kebijakan satu pintu, termasuk peraturan pelaksana 
UU 4/2009 

3.3 The EITI Report should provide an 
overview of the extractive industries, 
including any significant exploration 
activities. 

Migas: Pembahasan meliputi proyek yang sudah 
discovery dan akan memasuki tahapan eksploitasi 
Minerba: data proyek eksplorasi hanya untuk PKP2B 
dan KK. 

3.4 Information about the contribution of the 
extractive industries to the economy for 
the fiscal year covered by the EITI Report 

Penjelasan kontribusi sektor  informal dari sektor 
minerba disusun berdasarkan sumber data yang 
bisa didapatkan dari publikasi/kajian K/L 

3.5 The EITI Report must disclose production 
data for the fiscal year covered by the EITI 
Report 

Dalam hal nilai produksi, rapat memutuskan: 
Patokan harga mengacu pada: Batubara – Harga 
Batubara Acuan (HBA), Minyak – ICP, Gas – Nilai 
rata-rata dalam GSA Komoditas mineral lainnya: 
rata-rata tahunan LME. 

3.6 State participation in the extractive 
industries  

Laporan menjelaskan hubungan BUMN dengan 
Pemerintah. Laporan subsidi BBM (2012-2013) 

3.7 Distribution of revenues from the 
extractive industries 

Akan ditulis/dibahas sesuai dengan Standar EITI  
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3.8 Further information on revenue 
management and expenditures in the EITI 
Report 

• Alokasi tambahan dana dari migas untuk Aceh, 
Papua dan Papua Barat, dan alokasi 0.5% untuk 
pendidikan dasar di daerah. 

• Disebutkan juga peraturan/kebijakan khusus 
lokal di Kabupaten Brojonegoro  

3.9 Information on the licencing process and 
register 

• Menjelaskan cadastre system yang sedang 
diperbaiki dalam proyek  MOMI 

• Menjelaskan mengenai perdebatan informasi 
koordinat 

3.10 Allocation of licenses • Proses publikasi pemenang award termasuk link 
informasi pemenang award.  

• Daftar pemenang tender tidak perlu 
dipublikasikan dalam laporan. 

• Cukup menjelaskan proses/mekanisme transfer 
interest 

• publikasi peserta lelang harus dikonfrmasi 
dengan bagian hukum dan kebijakan yang ada 

3.11 Beneficial Ownership Menjelaskan mengenai praktek dan sistem kesedian 
data beneficial ownership  

3.12 Contracts • mempublikasikan ketentuan umum dalam 
kontrak/izin.  

• Penjelasan mengenai framework regulasi yang 
terkait dengan data kontrak  


